BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
"NOMOR /?' TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumencp Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah
Kabupaten Sumenep, perlu menctapkan  Peraturan
Bupau tentang Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenting
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Ncgara (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana  telah  diubah beberapa kah, terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemermitah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penvelengearaan
Pemerintahan  Dacrah ([X:nﬂ)nrmi Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):




Mencetapkan

Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 wntang
Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan

Perundang-undangan, (Lembaran Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesta  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Dacrah Kabupaten  Sumenep Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Pcrangkat  Dacrah  (Lembaran  Dacrah  Dacrah
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10); :

Peraturan Bupati Sumencp Nomor 49 Tahun 2016
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas
[Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
HidupKabupaten Sumencep (Lembaran Dacrah Dacrah
Sumecenep Tahun 2016 Nomor 49j).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN SUMENEP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1.
2.

bW

®

Kabupaten adalah Kabupaten Sumencep;

Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep;

Bupati adalah Bupati Sumencp;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupat
dalam penyclenggaraan pemerintahan  dacrah vang
terdiri atas Sckretariat Dacrah, Sckretariat DPRID,
Inspektorat, Dinas Dacrah, Badan Dacrah, dan
Kecamatan;

Ninas Dacrah  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kabupaten Sumenep;

Unit Pelaksana Tceknis vang sclanjutnya discbhut UPT
adalah Unsur pclaksana tcknis opcerasional Dinas
Lingkungan Hidup;

Kepala  UPT  adalah  Kepala UPT  pada Dinas
Lingkungan Hidup;



9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan vang
menunjukan tugas, langeung jawab, wewenang dan
Sipil Negara dalam rangka

hak scorang /\pznmltj}f
memimpin suatu satunn organisasi perangkat dacrah;
10. Jabatan  Fungsion adalah  kedudukan  vang
mcnunjukkan tugas :;;mgwunu awab, wecwenang dan
hak scorang Aparatu% Sipil Negara dalam  suatu
saluan organisasi _\dng dalam pelaksanaan tugasnya
cdidasarkan  pada  kvahlian  dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifag _mz;m(llri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ‘SUSUNAN ORGANISASI
fer

':VP;c;sal 2

(1) UPT mcrupakan unsur pelaksana  kegiatan  teknis
opcrasional an/atau kegiatan  tcknis  penunjang
tertentu di bidang L mﬂkun gan Hidup.

(2) UPT dipimpin olch NG [)(lld vang dalam melaksanakan
tugasnva berada Ilbd\\(l}] dan bertangeung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) UPT schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
Kelas A, werdirt dari 0
a. UPT Laboratorium Iéingkungan; dan
b. UPT Tempat P(tlﬁ[fi)éCS;lﬂ Akhir (TPA).

' Pzié.al 3

Susunan Organisasl upPt @Cbag(nm ina dimaksud dalam
Yasal 2 ayat (3), terdiri atds

a. Kepala UPT; _

b, Sub Bagian Tata Us;;fl:ﬁzx:‘;

¢. Pclaksana urusan; din

d. Kclompok Jabatan Funsgsional.

Pasal 4
3 :

Bagan Struktur Organisasi UPT scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 scl)dgdlm(md‘lcx((mlum dalam Lampiran
yang merupakan bzlglzm Ildal\ terpisahkan dengan

i

Peraturan Bupati ini.




(1)

- BAB TII
TUGAS DAN FUNGSI

Bagxan Kesatu
uUPT Laboratorlum Llngkungan

Pasal 5

upPT l,ab()ralorit.lm L mﬂkun‘mrﬁ - seb waimana

dimaksud Pasal 3. f1urul a e mpun\uu tugas

melaksanakan s(‘l)aman tugas Dinastdi bidang teknis

pengujian kualitas llnol\unsf(m 1\< mf;lux(lh(um SCrta

pelayanan masyarakal. - :3;; RN TR

Dalam mclaksanakan tugas scbclg(nmmm dimaksud

pada ayat (1), UPT mcnyclengqurakdn fungsi :

a. pelaksanaan urusan surat mcnvurxl pengctidan,
pengeandaan, D(I’l(ll%lrll)Ll\h n dan tata kearsipan;

b, pelaksanaan  pengolahan dara dan penvusunan
rencana kegiatan unit - pcelaksana teknis
laboratorium lmwkungan |

c. pclaksanaan pelayanan pcnﬂk’man panduan mutu
laboratorium lmwkung an;

d. pcelaksanaan o p(,mcllham(m : peralatan,
periengkapan, kee amanan dan kebersihan kantor,

¢. pelaksanaan pcl ayan m mkm‘; ‘ l(xbm‘n(mum
fnegkungan; _ Ced

[, pelaksanaan  péla pe laks(m(l,m kegiatan
administrasi dan’ ~operasional®  pelavanan
laboratorium lmwkunv'm dan B

g. pclaksanaan lugas ldm v Ang (hb( r1k(m olch Ke pala
Dinas. bl

Bagxdn I\cdua
UPT Tempat Pemrosesan Akhxr

: \Pasal 6

UPT Tempat Pemroscsan ‘Akhir (FP/\) svblgnm(ma
dimaksud Pasal 37 hurafl b mempunvai  tugas
melaksanakan pengtlolame TPA yang dikuasai oleh
Pemerintah Dacrah. B P
Dalam IT]C]ZlkSZanl}\'ﬂH "il’l'ﬁ:T%i schagaimana  dimaksud
pada ayat (1), UPT menyclenggarakan:fuiigsi

a. pelaksanaan ghhﬁ’dohmn E sul‘at menyurat,
urusan rumah tanggay kchumaq i dan k arsipan,
b. pcldksma(m " an"C10lddn : administrasi

kepegawaian dan keuangan;

¢. pelaksanaan penyiapan, pemaniaatan, perawatan
dan pemceliharaan seria p( ngamanan lahan TPA;

d. pclaksanaan p(‘n\'mpm PeMK mta‘n(m perawatan
dan pemeliharaan serta p(‘ngamdn(m sarana dan
prasarana TPA,; ) o !

¢. pclaksanaan p(‘m(lih(rmn peralatan laboratorium
dan perlengkapan® kam()r scrta kebersihan  dan
ketertiban kantor; e ‘




pclaksanaan monitoring d

[ Vz;luasi'g pelaksanaan
program dan hasil- h 11\ DTN 10 51
g. pcelaksanaan G pcm uxm : '(iluasi

pclaksanaan kcmatan dan
bahan laporan; dan R _ -
h. pclaksanaan tuﬂas 1<1m vanw ( b(lll{drl <)l< h I\Cp(lld

pe

i
Foo
c

rmamldh n:schagai

Dinas.

B%zgfizih_ Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, sc b(] mmmn(\ dlm 1l\s11cl dalam

bl

A L N ;lz,'l

Pasal 3 huruf b, me nprln\ermug'l's'"

a. menviapkan  konsep - st pcn”(ulmn

i
6

pcngeandaan, pe n(llslrlbL, Sian’ an 1A X k( 1%1})(111 'serta
menyiapkan data Téheé ana k(*mdmn UP’F RREESR

o g

b. melakukan kegiatan a(]mmlsl asi kci.mhgam,
kepegawaian, ket Jld]dk‘% anadn ‘7(50x"l;(?l'ig]c:'%ipz'in,
kebersihan, kecamanan dahn keter liban km'lmr;

c. memelhihara  pe mlat(m perlengkapan, keamanan,

kebersithan kdmor Tdan “miclaksanakan  kegiatan
keprotokolan serta mcnyla )Imn pelavanan sarana dan
prasarana UPT; 4 '

d. melaksanakan pem zml‘a%tl:zm'/'monitorinu dan cvaluasi
pclaksanaan pmwmm ‘dan hasil-hasilnva; |

¢. menyusun hasil ¢ PINPSE p‘daks(m(um ‘Lodimm dan

permasalahan &;Cb'dgm bahan 1apm an; dan’ :
f. mclaksanakan Lugds ldlﬂ vang dibe Il]\(lﬂ ‘oleh epala
UPT. el SnIES a

Bagian Keémpat
Pelaksana Urusan -

asal- 8"

(1) Pclaksana Urusan rhelaks m(lkan tugas UPT sesuai
dengan uraian tugas

(2) Uraian tugas Pc](lk&:ana Uxu An ditctapkan’ oleh
Kepala UPT. : ' ‘

31 ‘zi ?:.;:.;:,;"

Kelompok Jabatan Fungqxonal SR

v
'

Ld e b
|

Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional S mempunyal  tugas
melaksanakan \(l)(l“ldﬂ lumm UPT sesual. denvan

keahlian dan keter 11111])11(111 vang (hhuluhl\(m




(2) Kelompok lebzn.z‘;uj' lunﬂslonal  scbhagaimana
dimaksud pada ﬁ\'elt“(’ilv)_ te rdnl darl scjumlah t(‘naga
dalam jenjang | dbd[dl’l Iunﬂsmn 11 ‘ang lmbam dalam
berbagai lacl()mpok SC su(n dc,ng(ln "bxdanw k( 1h11émnja
atau keter 1mp11cmm(1 : ‘

vang diatur .
undangan yang bCFld]\U

‘BABIV t
 TATA KERJA |

Ak LT Tl melmm e

-QPvé‘sal 10

Kepala UPT wajib menyusun rcngﬁum kt rja vi ma m(‘n” 1cu
pada  rencana sllalwls I)m(\s ;dn I‘Qm melaksanalkan
prinsip  koordinasi, HTL(“”IdSi d An II]L\Y‘()HlSd\ll Psécara
vertikal dan h()rlsonml sceFta munl)(uk n l)lmfmwzm dan

R

petunjuk kepada bd\\a} ann\a ma 1sm<f m 1km<7'

oGS - [

BAB.V .
PENGISIAN JABATAN

Pasai 11’

Kepala UPT dan  Kepafa™ Sub  Bagian  Tata  Usaha
schagaimana dimaksud dalam Pasal \S, diangkat dan
diberhentikan  oleh © Bupati fsesuii- (luw'm .’p'Cx“zl't’L',lr-én'l
perundang-undangah vang-hélakas 0 T T

[ Lo .
‘El:'"'ih‘ o

BAB VI
KETENTUAN PDNU’I‘UP

Péséf 12 |
el

Pada saat Peraturan Bupau int II]Llldl berlaku, maka
Peraturan  Bupau Sumcncp N()m{)r 28 Fahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Unit Pc]aksand Teknis (Berita
Daerah Kabupaten Sumcncp ahdn 2009 Nomm 405)
schagaimana telah  diubahl dcnqn:n Pcr Aluran B3 Jupati
Sumenep Nomor 8 Tahun >Ol() lcman(r Pmubahan Alas
Peraturan  Bupati Surhenép Nomor 8 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungst Unit Pe 1(11\%(111(1 lcl\ms (Berita
Dacrah  Kabupaten Sumenep _ulmn :)()1 Nom)r ' 8)
dicabut dan dinyatakan i"'dirk'_13(11:12x1<1_1. '

SR AR ‘

r




Diur<angran da

lam Berita D

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 13 JAN 20”

BUPA UMENEP

7/
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

er

’ T S HCp
Kaupi Sumensy

Tanggal :
Tahun

e

. Daerah

Nomor : |




Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : /7 Tahun 2017
Tanggal :.1'3 JAN ZUl

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN

BUPATLSUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.




